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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
NOMOR : 3/HK.O3. 1-Kpt/6 L72 I KPu-Kot lt | 2o2r

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGEI,OI,AAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKA\MANG,

Menimbang a. bahwa dalam rangka membangun dan

mengembangkan sistem penyediaan layanan

informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar

sesuai dengan standar layanan informasi publik

yang berlaku, serta mewqiudkan efisiensi dan

efektiEtas dalam pengelolaan dan pelayanan

informasi publik;

b. bahwa untuk melaksanakan keterrtuan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2OA9

tentang Felayanan Rrblik yang mengamanatkan agar

semua penyelenggara pelayanan publik dapat

menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi

pengguna layanan atau yang disebut dengan

pel,ayanan prima;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang

Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Rrblik di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.

1. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2OO8 tentang

Inforrrasi dan Transaksi Elektrronik firmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 58,

Mengingat
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 48461 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2O16 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2A16 Nomor 251,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5952h

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Irmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor a8a6l;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang

Layanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OOg Nomor ll2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OL7 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2O1O tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor t4 Tahun 2OO8

tentang Keterbukaan Informasi Publik (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 99,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 51a9);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2OlO

tentang Standar l,ayanan Informasi Publik (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 272,

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor

U;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2Ol3

tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

zof 3 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik

Indonesia Nomor 5);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
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Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

fBerita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor a56);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019

tentang Standar Layanan dan Prosedur

Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum

dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Al9 Nomor 189);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2Al9 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 3201,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2O2O tentang Perubatran Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2Al9 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Lfmum,

Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten lKota, (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 17631;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2O2O tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi,

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

KabupatenlKota. (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 12361;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :

ST IKpIsIKPUITAHUN 2015 tentang Struktur

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan umum;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :

88/Kpts/KPUITAHUN 2015 Standar Operasional

Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

';bB:+:te*..

156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan

Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singfuawang

Nomor: 2 I HI(.A3. 1 -Kpt I 6172 / KPU-Kot I U 2A21 tentang

Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kota Singkawang.

Berita Acara Nomor: 3/PK.Ol-BA/6172IKPU-

Kotlll?A2l tentang Standar Operasional Prosedur

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMIUHAN UMUM KOTA

SINGKAWANG TEI{TANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR PENGELOI"AAN DAN PEI,AYANAN

INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIFIAN UMUM KOTA SINGKAWANG.

Menetapkan Standar Operasional Prosedur

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umurn Kota

Singkawang sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputrrsan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkalr di Singkawarrg

Pada tanggal 11 Januari ZOZL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KfiTA SINGI{AITANG,sesrrai deagan asliqla
I{$SfrISI ffiffi W&#t3S/g

KAlIIANG
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\
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SALINAN

I.,AMPTRAIV KEPUTTJSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTASINGKAWAITIG
NOMOR : 3/HK"O3. I -Kptl 6172 /Kru-Kot/ U 2O2l
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOI,AAN DAN PEffiN INFI}RMASI
PUBLTK DI IINGKUNGAITI KOTfiISI PEMILII{AN
UMUM KOTA SINGKA1UANG
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BAB I
PElTI}ffi

A.Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2OO8

tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa setiap orang

berhak memperoleh, melihat, dan mengetahui informasi publik yang

disediakan oleh Badan Publik. Informasi tersebut dapat dikatakan

sebagai kebutuhan pokok bagi setiap orang untuk pengembangan pribadi

dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagan penting bagl

ketahanan nasional. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi publik yang

merupakan salah satu ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi

kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang

baik adalah jaminan hukum bagr setiap orang untuk memperoleh

informasi. Keterbukaan juga merupakan salah satu prinsip utama dalam

lembaga penyelenggara Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Kota Singlrawang mempunyai tugas

dan kewajiban untuk membuka akses dan memberikan informasi

kepemiluan yang valid dan akuntabel kepada masyarakat luas serta

melakukan upaya meningkatkan kualitas partisipasi pemilih dalam

Pemilu. Terkait dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Standar

Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Rrblik di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.

B.Maksud dan Tqjuan

Standar Operasional Prosedur ini merupakan acuan mengenai

ruang lingkup, wewenang, dan tanggungiawab Komisi Pemilihan Umum

Kota Singkawang dalam mengelola dan memberikan pelayanan infomasi

publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna

informasi publik.

Tujuan dibuatnya Standar Operasional Prosedur di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kota. Singkawang adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana dalam

rangka memenrrhi permintaan publik atas informasi yang berkualitas;

2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan

kebliakan;

3. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi;
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4. Menjamin pelaksanaan layanan informasi publik;

5. Mewqiudkan Pemilu $ec€rra transparan, efektif dan

efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungiawabkan.

C.Hak dan Kewqilbaa

Hak dan kewajiban bag pemohon informasi publik, adalah sebagai

berikut:
1. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik;

2. Setiap or€rng berhak:

a. Melihat dan mengetahui informasi yang dikuasai dan menjadi

kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;

b. Mendapatkan salinan informasi yang dikuasai dan menjadi

kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang melalui

permohonan;

c. Menyebarluaskan informasi publik;

d. Mengqiukan informasi publik disertai alasan kepada

Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang; dan/atau

e. Mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh

informasi publik mendapat hambatan.

3. Menggunalcan informasi publik dengan penuh tanggung jawab;

4. Mencantumkan sumber perolehan informasi baik yang digunakan

untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi.

Hak dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang,

adalah sebagai berikut :

1. Menolak memberikan informasi yang diberikan sesuai dengan

keputusan Komisi Pemilihan Umum;

2. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan Komisi

Pemilihan Umum;

3. Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang wajib menyediakan,

memberikan danlatau menerbitkan informasi publik yang berada di

bawah kewenang€urnya dalam bentuk format daftar informasi publik

kepada pemohon informasi publik atau pengguna informasi publik,

selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketenhran;

4. Menyediakan infor:masi publik yang akurat, benar, dan tidak

menyesatkan;

5. Membuat pertimbangan sec€rra tertulis setiap kebijat<an yang diambil
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untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

D. I(laslflkasi Informasi hrbHk

Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang wajib menyediakan informasi

publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan, yang dikategorikan

menjadi :

1. Informasi yang diumumkan secara berkala

Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang wajib

mengumumkan informasi publik secara berkala pada utebsite resmi

Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang dan/atau papan

pengumuman. Pengumuman tersebut dilakukan :

a. Paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;

b. Paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Informasi publik yang diumumkan secara berkala meliputi :

a. Profil Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang serta Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;

b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang

sedang dijalankan dalam linghrp Komisi Pemilihan Umum Kota

Singkawang;

c. Ringkasan inforrnasi tentang kinerja dalam lingkup Komisi

Pemilihan Umum Kota Singkawang berupa Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja

(TAPKTN);

d. Ringkasan laporan keuangan yang sudah diaudit;

e. Ringkasan laporan akses inforsrasi publik;

f. Informasi tentang peraturan, keputusan, danlatau kebijakan yang

mengikat danlatau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Kalimantan Barat, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

g. Standar operasional prosedur tentang pelayanan informasi di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;

h. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengumuman informasi tersebut di atas dilaksanakan oleh
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Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi

Pemilihan Umum Kota Singkawang setelah mendapa.t persetqiuan

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta

Komisi Pemilihan Umum Kota Singkaurang wajib

mengumumkan informasi publik secara serta merta sekurang-

kurangnya pada laman resmi Komisi Pemilihan Umum Kota

Singkawang dan/atau papan pengumuman. Informasi tersebut

disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat

dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Informasi publik yang diumumkan secara serta merta, meliputi :

a. Peraturan, keputusan, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan

Barat, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Singlawang pada masa

pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota;

b. hrtusan lembaga peradilan terkait dengan proses dan hasil Pemilu

dan pemilihan Gubernur, Bupati dan lilalikota.

Pengumuman inlbrmasi tersebut di atas dilaksanakan oleh

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi

Pemilihan Umum Kota Singkawang setelah mendapat persetqiuan

atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang wqiib menyediakan

informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan, meliputi:

a. Daftar Informasi Publik;

b. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Komisi

Pemilihan lJmum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan

Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;

c. Infonrrasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan

keuangan.

Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang menyediakan

informasi berupa kebijakan resmi yang menyangkut implementasi

peraturan dan/atau keputusan atau penjelasan terhadap
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permasalahan yang menyangkut hasil tahapan pelaksanaan Pemilu.

4. Informasi yang dikecualikan

Informasi yang dikecualikan, meliputi :

a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada

pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan

hukum;

b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada

pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi;

c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada

pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia jabatan;

d. Memorandum atau surat-surat antar Komisi Pemilihan Umum

atau intra Komisi Pemilihan Umum yang menurut sifatnya

dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau

pengadilan; dan/atau

e. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-

Undang.

E. Asas Layanan Informast hrbHk

Asas layanan dan penyampaian informasi publik di lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang, adalah :

6. Informasi publik bersif;at terbuka dan dapat diakses oleh setiap

pengguna informasi publik;

7. Informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi

publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan/gtatis, dan dengan

cara sederhana;

Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan rahasia sesuai

dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepenting€rr umum serta didasarkan

pada hasil pengujian konsekuensi.
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BAB II
T#fACARA

A. Tata Cata Pelayanan Informasi Pubtit
Tata cara dalam pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan

Umum Kota Singkawang memiliki beberapa komponen yaitu :

1. Maklumat Pelayanan

"Dengan ini karni, Aparatur Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi {PPID} Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang, siap

memberikan pelayan informasi publik secara transparan, cepat,

professional dengan menjunjung tinggi peratumn yang berlaku'.

2. Deskl"ayanan

a. Layanan langsung :

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Jalan Dr.

Soetomo, Kelurahan Pasiran, Kota Singkawang

b. Layanan tidak langsung :

Telepon : (O562) 63L947,639254

Faximile : (0562) 639255

Email : kpukotaskw@smail.com

Website : https://kpu.sinskawanqkota.so.idl

3. Persyaratan Pelayanan

Persyaratan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan

Umum Kota Singkawang adalah :

a. Identitas perorangan : I(I?- I SIM / Paspor;

b. Badan Publik : akte notaris dan dokumen pengesahan

Badan/Publik;

c. Mengisi formulir permohonan informasi.

4. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Desk pelayanan dapat memilah permintaan informasi publik

dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pemohon yang datang langsung dapat mengisi formulir

permohonan informasi;

b. Pemohon informasi melalui layanan tidak langsung dapat

mengunduh formulir permohonan informasi di uebsite PPID
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Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;

c. Desk pelayanan memberitahul€n nomor formulir permohonan

informasi;

d. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi yang

diminta oleh pemohon informasi, jika informasi yang dimaksud

sudah tersedia dan bukan merupakan informasi yang termasuk

dalam kategori dikecualikah atau berpotensi dikecualikan;

e. Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi

apabila informasi yang dimaksud tidak berada di bawah

penguasaan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang dan

apabila mengetahui dapat memberitahu Badan Publik yang

menguasai informasi tersebut;

f. Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi

apabila informasi yang dimaksud dikategorikan sebagai informasi

yang dikecualikan dengan memberikan Surat Keputusan Komisi

Pemilihan Umum mengenai informasi y*g dikecualikan;

g. Apabila keterangan lebih lanjut mengenai informasi yang dimohon

pemohon informasi belum dapat diberikan secara langsung, desk

pelayanan menginformasikan jangka waktu permohonan informasi

sesuai dengan UU KIP. Desk pelayanan berkoordinasi dengan Tim

Penghubung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) serta kemudian memberitahukan pemberitahuan tertulis

mengenai informasi dimaksud sesuai dengan jangka waktu yang

telah ditetapkan UU KIP;

h. Apabila informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan

menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya

untuk mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID;

i. Informasi data yang disampaikan dapat berupa :

1) Hardapg, disampaikan secara langsung kepada pemohon

informasi;

2l Sofiapg, disampaikan kepada pemohon informasi secara

langsung atau melalui email.

j. Setiap pemberian informasi harus disertai dengan tandaterima;

k. Deskpelayanan mengisi buku register pelayanan informasi;

l. Setelah mendapatkan informasi yang diminta, pemohon informasi

wajib mengisi kuesioner sunrei persepsi terhadap pelayanan baik

itu dengan mengisi langsung atau melalui uebsite.
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5. Jangka Waktu

Jangka walrhr yang diberikan dalam layanan informasi publik

di Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang adalah LO (sepuluh) hari

kerja dan dapat diperpanjang menjadi 7 (tujuh) hari kerja.

Perpanjangan dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan.

6. Biaya

Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang menyediakan

informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan

untuk penggandaan dan pengiriman dokumen ditangung
sepenuhnya oleh pemohon informasi.

7. Produk Layanan

Pnoduk pelayanan berupa informasi dalam benhrk hardapg

dalrr sofiapg.

8. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

Sarana, prasar€rna, danl atanu fasilitas yang dimiliki oleh

Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang adalah sebagai berilmt :

a. Ruang pelayanan informasi;

b. Komputer;

c. Meja dan kursi;

d. Rak informasi;

e. Telepon;

f. Faximile;

g. Printer;

h. Scanner;

i. Jaringan internet.

9. Waktu Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi di Komisi Pemilihan Umum Kota

Singkawang dilakukan setiap hari kerja, dengan rincian sebagai

berikut:
a. Senin - Kamis :

o Jarn layanan : O8.OO-15.OO WIB

o Istirahat: L2.OO-13.00 WIB

j d i h. kpu .go. id / kal ba rls i ngkawa ng



b. Jumat:
. Jam layanan : O8,O0-16.00 WIB

o Istirahat : 1 1.30- 13.00 WIB

B. Tata Cara Penangaaan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi

hbHk
Tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi

publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang memiliki beberapa

komponen yaitu :

1. Persyaratan Keberatan

Pengajuan keberatan di Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang,

memiliki syarat sebagai berikut :

a. Identitas perorangan : I(IP / SIM / Paspor;

b. Badan Publik : alrte notaris dan dokumen pengesahan Badan

Publik;

c. Mengisi formulir keberatan.

2. Sistem, Mekanisme, Prosedur

Sistem, mekanisme, dan prosedur dalam pengajuan keberatan di

Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang, sebagai berikut;
a. Pemohon informasi mengajukan permohonan keberatan informasi

dengan datang langsung atau melalui telepon, faximile, surat,

email, atau website,

b. Alamat pelayanan informasi pada :

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Jalan Dr.

Soetomo, Kelurahan Pasiran, Kota Singkawang

Telepon : (0562) 631947,639254

Faximile : (05621639255

Email com

Website : https://kpu.sinekawanekota.so.id/

c. Pemohon informasi yang datang seca.ra langsung dapat mengisi

formulir keberatan dan disampaikan langsung di kantor

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang melalui

meja pengaduan atau kotak pengaduan;

d. Pemohon informasi melalui layanan tidak langsung dapat mengisi

formulir keberatan di website PPID Komisi Pemilihan Umum Kota

Singkawangi dan

jdi h. kpu.go. id/ka I ba r/si ngkawa ng



e. Desk pelayanan menginformasikan nomor registrasi formulir

keberatan dan jangka uraktu jawaban atas keberatan sesuai

dengan UU KIP;

f. Desk pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID,

selanjutnya PPID menyampaikan formulir keberatan tersebut

kepada Atasan PPID;

g. Atasan PPID menjawab permohonan keberatan tersebut;

h. Desk pelayanan menyampaikan surat jawaban atas keberatan yang

telah ditandatangani oleh Atasan PPID kepada pemohon informasi;

i. Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi

perihal hak yang dimiliki oleh pemohon informasi setelah surat
jawaban atas keberatan diterima.

3. Jangka Wakhr

Komisi Pemilihan Umum Kota Singtcawang memiliki jangka

waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan atas

permohonan informasi publik diterima oleh desk pelayanan. Surat

jawaban dari Atasan PPID harrs sudah diserahkan kepada pemohon

informasi.

4. Waktu Pelayanan

Pelayanan keberatan di Komisi Pemilihan Umum Kota

Singkawang dilakukan setiap hari kerja, dengan rincian sebagai

berikut:
a. Senin - Kamis :

o Jam Layanan : O8.OO-15.OOWIB

o Istirahat : 12.0O-13.OO WIB

b. Jumat:
r Jam Layanan : O8.OO-16.00 WIB

r Istirahat : 11.3O-13.OOWIB

C. Tata Cara Pengecualian Informasi

Tata cara pengecualian inforrnasi di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kota Singkawang memiliki beberapa komponen yaitu :

1. Sistem, Mekanisme, Prosedrrr

Sistem, mekanisme, dan prosedur dalam pengecualian

informasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang, sebagai

jd i h. kpu.go. id/ka I ba r/si ngkawa ng



berikut:
a. Berdasarkan permohonan informasi, setiap satuan kerja di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat mengirimkan surat

permohonan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada

PPID Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menentukan

materi pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi yang

dikecualikan, yang telah dikirim oleh setiap satuan kerja di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Pnovinsi dan Komisi Pemffian

Umum Kabupaten/Kota;

c. Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, dilarang

mempertimbangkan alasan pengecualian hal-hal yang diatur dalam

Pasal 7 UU KIP;

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib

menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang

dikecualikan dalam suatu salinan dokumen informasi publik yang

akan diberikan kepada publik;

e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mengundang

Atasan PPID, Tim Pertimbangan, Tim Penghubung, dan

Narasumber yang ditunjuk dari setiap satuan kerja di lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Pnovinsi dan Komisi Pemilihan Umum

KabupatenlKota. terkait materi yang dibahas untuk menghadiri

pelaksanaan uji konsekuensi;

f. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

menyampaikan hasil uji konsekuensi kepada Ketua dan Anggota

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk

disahkan melalui Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota

Singkawang.

2. Jangka Waktu

Keputusan pengecualian informasi harus diselesaikan paling

lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan uji konsekuensi

diterima oleh PPID.

jdi h. kpu.go. id/ka I ba r/si ngkawa ng



D. Tata Cara Pcn5rusunan Defter Infornast hbttt
Tata cara perrJrusunan datar informasi publik di Komisi

Pemilihan Umum Kota Singkawang memiliki beberapa komponen yaihr :

1. Sistem, Mekanisme, Pnosedur

a. PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang

melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan bagianl$rb

bagian berdasarkan firpoksi dalam rangka pengumpulan informasi

unhrk pembuatan Daftar Informasi Publik (DIP}

b. Setiap bagian/sub bagian melalui Tim Penghubung

mengidentifikasi informasi yang berada dalasr penguasaan masing-

masing bagian/sub bagian sesuai dengan format yang telatt

ditetapkan;

c. Setelah menerima laporan DIP dari setiap bagian/sub bagian, PPID

bersama dengan Tim Fenglrubung melakukan ktarifikasi dan

kategorisasi informasi sesuai dengan format DIP;

d. Usulan DIP yang telatr disusun PPID dan Tim Penghubung

dikonsultasikan kepada Atasan PPID unttrk dikoreksi;

e. Daftar Informasi Rrblik IDIB hasil koreksi Atasan PPID

disampaikan kepada Tim Pertimbangan;

f. Setelatr memperoleh perseh{uan Tim krtimbangan, usulan DIP

dibawa ke Rapat Pleno unhrk mendapatkan pengesahan.

Flourchnrt

Ptoscdur Penyusunnn Ilaftar Informnsl hrblik

ffi

w

jdi h. kpu.go. id lkal ba r/si ngkawa ng



2. Jangka Waktu

Daftar Informasi Publik (DIP) atas seluruh informasi publik
yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang

ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala.

3. Publikasi

Daftar Informasi Pubtik (DIPI harus tersedia di desk

di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.

E. Tata Cara Pen5rusunan Laporan Pela5ranan Informasi

Tata cErra pen5rusunan laporan pelayanan informasi di Komisi

Pemilihan Umum Kota Singkawang memiliki beberapa komponen yaitu :

1. Sistem, Mekanisme, Prosedur

a. Tim Penghubung melakukan pelaporan secara berkala kepada PPID;

b. La.poran layanan informasi dibuat dalam bentuk laporan lengkap

mengenai gambaran utuh atas pelaksanaan layanan informasi

publik;

c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) men5rusun

laporan pelayanan informasi publik berdasarkan laporan Tim

Penghubung dan evaluasi;

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi TPPID)

menyampaikan laporan pelayanan informasi kepada Atasan PPID;

e. Atasan PPID memeriksa dan mempelajari laporan pelaksanaan

pelayanan informasi publik;

f. Setelah memperoleh persetujuan, Atasan PPID menyampaikan

laporan pelayanan informasi publik kepada Tim Pertimbangan

untuk kemudian diserahkan ke Rapat Pleno Komisi Pemilihan

. Umum Kota Singkawang agar memperoleh pengesahan;

g. Laporan layanan informasi publik paling lambat 3 (tiga) bulan

setelah tahun pelaksanaan anggarErn berakhir akan disampaikan

ke Komisi Informasi.

2. Jangka Waktu

l.aporan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan

Umum Kota Singkawang dilakukan pada akhir tahun.

jd i h . k p u . go . id/ka I ba rls i ng kawa ng



3. Publikasi

Laporan pelayanan informasi publik dipublikasikan melalui

website resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang dan

dilaporkan ke Komisi Informasi.

F. Tata Cara Beracara dl Komisl Informasi

Tata cara beracara di Komisi Informasi mempun5rai sistem,

mekanisme dan prosedur tersendiri, yaitu :

1. Atasan PPID menglradiri sidang penyelesaian sengketa informasi

Komisi Informasi;

2. Jika Ata.san PPID berhalangan hadir, dapat dikuasakan kepada

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan/atau

Pejabat lainnya yang berkaitan dengan informasi yang sedang

diselesaikan proses sengketanya;

Desk pelayanan, PPID, dan Tim Penghubung menyiapkan kelengkapan sidang,

berupa buku register pelayanan informasi, formulir permohonan informasi,

kronologis permohonan informasi, identitas pemohon informasi, serta

kelengkapan pendukung lainnya.

jd i h . kp u . go . idlka I ba r/s i ng ka wa ng



BAB III
BETTTTI( DAIS FORTAT FIORTI'LIR DALAT PETGEII)I"A.aT DA'tr

PELAYANAIT INFORMASI PUBLIK

Bentuk dan format formulir yang digunakan dalam pengelolaan dan

pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umrrm Kota

Singkawang, adalah sebagai berikut :

L Model PPID-A merupakan daftar informasi publik;

Z Model PPID-B merupakan formulir permohonan informasi publik;

3 Model PPID-C merupakan register permohonan informasi publik di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

4 Model PPID-D merupakan formulir pemberitahuan tertulis;

5 Model PPID-E merupakan surat keputusan pejabat pengelola informasi

dan dokumentasi tentang penolakan permohonan informasi publik;

6 Model PPID-F merupakan surat pernyataan keberatan atas permohonan

informasi publik;

7. Model PPID-G merupakan register pengajuan keberatan.

jdih.kpu.go. idlkal ba r/si ngkawang
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MODEL PPID.B

FORMULIR PERIUOHONAIT INFORItrASI PI'BLIK
(RAITGKAP DUAI

KOuISI PEUILIIIAIT I'TUU
K( TA SffGI(AWAITG

Atamat I Jalan Dr. Soctomo, Sirrghweng
Telp. 45,62 - 691947 Fax. 0562 - 639255

IiORMULIR PER}IOHOITAIT INFORUASI PUBLIK
ilomor: ..........

Singkawang,

Petugas Pelayanan Informasi, Pemohon Informasi,

I l( I
Nama dan Tanda Tangan Nama dan Tanda Tangan

Nama Pemohon

Nomor Identitas Pemohon

Instansi/ lembaga/ Perusahaan

Alamat

Pekerjaan

Nomor Kontak / E-mait

Rincian Informasi yang
Dibutuhkan

T\1iuan Penggunaan Informasi :

Cara Memperoleh Informasi 1. Melihat / Membaca /
Mendengarkan f Mencatat

2. Mendapatkan salinan
informasi
(hardcopy/softcopy)

Cara Mendapatkan Salinan
Informasi

1. Mengambil Langsung
2. Kurir
3. Pos
4. Faksimili
s. E-mail

jd ih. kpu.go. idlkalba r/singkawang



IIAI(.HAI( PEUOHOIT IITFORUASI
Berdasarkan Undang-Undang f,omor 14 Tahua 2(X)8 tentarg Ketertukaan Informasi
fttblik
l. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh lnformasi yang berada di KPU,

XPU Provinsi da! XPU l{abupaten/ Kota, kecuali :

to Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat Menghambat

proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual

dan prlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan

Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional;

Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi

dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorirng; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau

surat-suat antar KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota atau intra KPU, KPU Provinsi dan

KPU Kabupaten/ Kota yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi

aku Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undangundang.

0) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota juga dapat tidak memberikan informasi yang

belum dikuasai atau didokumentasikan.
rr. Pastikan andr mendapat Tanda Butfti Permohonan Informasi berupa nomor pendaftaran ke

petuges infornasi/PPlD. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan

kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang
lengkap.

m. Pemohon Infornasi berhak mendapatkan penhritahuan tsrfirlts tentang diterima atau tidaknya

permohonan informasi dalam jangka waktu 10 {sepuluhf hed tc& sejak diterimanya permohonan

informasi oleh KPU, KPU Frovinsi dan KPU Kabupaten/ Kota. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/

Kota dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis I r ? hed terja, dalam hal:

informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan
apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

v. Biaya yang dikenakan bagi pemrntaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan

KPU, KPU hovinsi dan KPU Kabupaten/ Kota).

Apabila Pemohon Informad 6dat puas rilengan keputosan XPU, XPU Procinsi dan XPU

Ihbupaten/Kota (misal : menolak permintaaa Anda atau membedtan hanya sebagiaa yang
dimtntal, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam
jangLa waktu 30 (tiga pduhl hari ke{a sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan

keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan P

emohon Informasi selambat-lambatnya 30 ttlge puluhf hari kerja sejak diterima/dicatatnya
pengajuan keberatan dalam register keberatan.

jdih. kpu.go.idlkalbar/singkawang
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MODEL PPIDO

IIORI}IULIR PEMBERITAHUAN TERTULIS

PTMBERITAHUAIT TERTT'LIS

Berdasarkan permohonan informasi pada tanggal ..... bulan .... Tahun ....
dengan nomor pendaftaran* .....,
Kami menyampaikan kepada Saudara/i :

Nama : .........

Alamat

IYo. Telp/Enail

XOmlS, KO}IISI PTUILIIIAN U}N'}I
K( TA SITGKAWAITG

Alamat : Jalaa Dr. Soetomo, Singkawang
Telp. 0562 - @l94t7,6g9dE54 Fax. (},5162 - 639255

No.
IIaI-IIat Tertait
Informast Rrbltk Keteraagan

1 Penguasaan informasr
publik"* tr

tr
Kami

Badan Pubfk lain, yaitu

2 Bentuk fisik yang tersedia** tr
tr

Soficopg (termasuk rekaman)

Hardapg / salinan tertulis

3. Waktu Penyediaan Hari
4 Penjelasan penglitaman

(tambahkan apabila perlu)
/pengaburan informasi yang dimohon*

Pemberitahuan sebagai berikut :

A. Informasi Dalnt lXberitan

B. Informast Udak dapat diberitan karena:**
tr Infonnasi yang diminta belum dikuasai
tr Informasi yang dirninta belum didokumentasikan
tl lnformasi yang rtirninta rliklasifikasikan sebagai infomasi yang dikecualikan

Singkawang, ...........
PeJabat Pengelola Informasl rlan

Dokuneatasi {PPDI

(

Ilama dan lbnda
Tangan

Keterangaa:
" Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran peda formulir perrrrohonan.** Pilih salatr satu dengan memberi tanda ({)*** Jika ada pengfuitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan

pengfritam€rnnya.

I

jdih. kpu.go. idlka lba r/singkawa ng



IIODEL PPID€

SURAT I{TPUTUSAN PPID TEITTANG PEITOLI\I(AIT PERI}IOHOITAIT
IITFORUASI PI'BLIK

{RAnGKAP DUAI

KOTISI PETILIIIAIT I'TUT
I((}TA SIITGIIASAXG

Alamat : Jalan Dr. Soetomo, Singtawaag
TeIp. OA52 -691947,63r9E8$4 Fax. A5i6i2 -639!55

SURAT I(TPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAIT PERIUOHOITAIT
Ilo. Pendaftaraa:*

llama :
Alamat :

trYo. Telp/Elmait i
Rincian Informasi yang diberikan :

PPID memutuskan bahsa iafomasi yang
dimohon adalalr 3

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Peagecualian Iaformasi didasarkan pada alasaa :
n Pasal 17 huruf Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8."*
D Pasal ..... Undang-Undang ......***
n Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015.****

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal di atas, membuka informasi tersebut
dapat menimbulkjan konsekuensi sebagai berikut :

Dengan demildan

ln1

dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya
1O (sepuluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini. Khusus
untuk informasi Pemilu, pemohon informasi dapat mengajukan
keberatan kepada Atasan PPID selambat- lambatnya 2 {dual hari kerja
sejak menerima Surat Keputusan ini.

Singkawang,.......... .. *****
Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentssi {PPIDI

bahwa

{ I

Nama dan Tanda Tangan

PERMOHO'iIAN INFORMASI DITOIAI(

jdih. kpu.go.idlka lba r/singkawa ng



Ketetangan:
" Diisi oleh petugas berdasarkan norror rqistrasi permohonan Informasi

Rrblik..
** Diisi oleh PPID ses,uai dengan .pengecualian pada Pasal 17 hurr. a - i

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
*** Sesuai dengan Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8,

diisi oteh PFID sesuai derrgan pengecualian dalam Undang-Undang lain
yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutlan pasal
dan undang-undangnya).

**** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 18 ayat (1) dan (2)

Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015.
:l*"* Diisi oleh pettrgas dengan memperhatikan batas tentang janska wakhr
pemberitahuan terhrlis sebagaimana diahrr dalam Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2OO8 dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015.

jdih.kpu.go.idlkalbar/si ngkawa ng



UODEL PPID-F

SURAT PERIIYATAAN I(TBERATAN ATAS PERIEOHONAN IIYFORI}IASI
PUBLIK

KOUISI PEMILII{AIT IIMUM

Pcng4ju Keberatan
Mengetahu.i, *'t****
Petugas Informasi

(Penerima
Keberatan)

Nama dan Tanda
Tangan

(
Nama dan Tanda

Tangan

,

K TA STIYGI(AWAITG
Alamat: Jala.n I}r. Soctomo, SiugS*ang

Telp. 0562 - 63L947, 6319264 Far. o,5,62 - 6.?9255

PERTTATAAtrT XEBERATA'tr ATAS ffi ItrINORTASI

A. ItrTIORTASI PPEITGA",U ITEBERATAIT
Nomor Reglstrasl Keberatan : dii"si
petugasl* llomor Pendaftaraa Permohonan Informasi :

Tqiuan Penggunaan Informasi :

Identitas Pemohon
Nama
Alamat
Pekerjaan
No. Telepon
Identitas Kuasa Pemohon *
Nama
Alamat
No. Telepon

B. ALIISAIT PEITGA"IUAIT XEBERATAtrT#
a. Permohonan informasi ditolak;
b. Informasi berkala tidak disediakan;
c. Informasi serta merta tidak disediakan;
d. Permintaan informasi tidak ditanggapi;
e. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
f. Permintaan inormasi tidak dipenuhi;
s. Biaya yang dikenakan tidka wajar;
h. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan.

c, I(ASUS FOSISI (tambahkan kettas bila perluf

D. IIARI/TANGGAL TANGiGAPAN ATAS KTBERATAN AKAN DIBERIKAN :

ftangg al], [bulan], [talun] ldii.si oleh pefitgasl t'***

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan
tanggapannya,
Pontianak

saya ucapkan terima kasih

jdih.kpu.go.idlka lba r/singkawa ng



Keterargan:
* Nomor register penga$uan keberatan diisi berdasarkan bukrr register

pengajuan keberatan.
** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan

melampirkan Surat Kuasa.
*** Sesuai dengan Pasal 35 hurufj Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2OO8, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan
keberatan yang dieiukan.

**** Diisi sesuai dengan ketenhran jangka wakhr dalam Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2OO8.

***** tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan
yaihr sejak keberatan lengfu.p sesuai dengan buku
register pengajuan keberatan.

****** Dalarn hal keberatan di4iukan secara langsung, maka formulir keberatan
juga ditandatangani oleh pehrgas yanhg menerima pengqiuan keberatan.

jdih.kpu.go.idlkalbar/singkawang
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